PROVINSI MALUKU

PERATLIRAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR o TAHUN 2017

TENTANG

PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGEATAN, PELANTIKAN,

Menimbang

Mengingat

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

=R

WALIKOTA TUAL,

bahwa denigan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa  sebagaimana tdah  dinbah  dengan
Peraturann Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubhashan atas Peraturan Pemerintah Namor 43
Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor © Tahun 2014 tentang Desa, serta
Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturein Menteri
Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagal
pedoman. pelaksanaan  teknis = schingga perlu
ditindaklanyti dengan peraturan daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam bhoraf a, perlu membentitk Peraturan
Dacrah tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelanto'kan, dan Pemberhentiun Kepala Desa;

Pasal 18 ayat {§) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Talum. 1945;

Undang-Undang Nomor 60 Talun 1958 tentang Penectapan
Undang-Undang Nomor 23 Tabun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat [ Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia

. Nomor 16435);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan MNegara yang bersih dan bebas dar
Korupsi, Kolusi, dan WNepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10,

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 ilentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Namor 15 Tahun 2004 (entang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuanpgan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor &8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 3! Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Tual di Provinst Maluku {Lembaran
Negara Republlkk Indonesia Tahun 2007 Nomoer 97,
Tambghan  Lembaran Negara Republilk Indonesia
Nomor 4747);

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembearan
Negara Republilk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan - Lembaran Negara  Republik Indonesia

Nomor 4389);

Undeng-Undang Nomor 33 Tshun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambshan Lembaren Negara .

Republik Indoncsia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 5 Tehun 2014 tentang Aparatur
Sipil WNegara (Lernbaran Negara Republik [ndoneeia
Tatnin 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneaia Nomer 5494}

Undang- Undang Nomor © Tahun 2014 rtentang Desa
(Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54%93);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Raityat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Porwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5586);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermtahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia ‘Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3387) sebagaimana
telsh  diubah denpan  Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah menjadi Undang-Undang
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14,

15.

16.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 95657), dan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Xedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, ‘Tambahan Lembaran Republlkk ndonesia
Nomor 3679}

Peraturan Pemermtah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah. Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor (23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5395) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 lentang Perubahan atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambsahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717, '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

17 Peraturan Mented Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

18.

19,

20.

21.

22,

tentang Pemiliban Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomeor 2092);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuwangan Desa (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik kdonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentanig Pembentukan Produk Hukum Daecrah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang  Pengangkatan. dan Pemberhentian Kepala Desa
{(Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomar 4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Derita Negara Ropublik Indonesia Tahun 2016
Nomor &),

24, Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacraby Kota Tual
(Lembaran Daerah Koa Tual Tahun 2016 Nomor 88
Tambahan Lembaran Daerah Kowa Tual Nomor 7096);
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Dengzn Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL
dan
WALIKOTA TUAL

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCALONAN,

PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BARB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah mni yang dimalesud dengan :

1,
2

3.

>

Daerah adalah Dasrah Kota Tual

Pemerinteh Daerah adalah Walikota dan Perangkat Dacrah Kote Tual
sebagal Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Pamcrintahan Daerah adalah Pemerintan Daersh dan Dewan Perwakilan

Rekvat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemcrmtahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
aeluas -luasnya dalam sitem dan prinsip Negara Kesatusn Republik
Indonesia sehagaimana  dimaksud dzlam  Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

‘Wallkota adalah Walilkkota Tual;

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah vang selanjutnya disingkst. DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagal
unsur penyelenggard Pemerintahan Daerazh;

Camat adalah unsur perangkat daerah yang membanty tugas Walikota
i wilayah Kecamatan;

Desa adalah desa dan desa adal atau yang disebut dengan nama lain,
sclapjutnva disebut Desa, adalah kcsatuan masirarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengalur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakaet setempat berdasarkan
prakarsa magyarakat, hak asal usul, danfateu hak tradisional yang
diakui dan dibhormati dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pﬂmﬂnnlahall dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem. pemerintahan Negara
Kesatizan Republik Indonesia;

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sébagal unsur penyelenggara Pemerintahan
Desga;

10.Kepala Desa atau mams lain adalah pejabat pemerintah Desa yang

mempunyai wewenang, lugas dan kewajban untuk menyelenggarakan
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintahh dan
pemerintah daerakh;



11.Badan Permusyawaratan Desa atau yeng disebut dengan nama lain

12,

adalah lembaga vyang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya nerupakan wakil dari  penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetaplktan secara demokratis; -

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan mwma lain  adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintahan Desa, dan unsur mas} rarakat
yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis;

13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditelapkan

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan di sepakati bersama BPD

14.Keuangan Desa Adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinila

15.

16.

i7.

18.

dengan wuang seata segala sespatu berupa uang dan barang  yang
herhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;

Pemilihann Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakvet di Desa
dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil

Panitia pemilihan Kepala Desa tngkat Desa yang selanjutnya disebut
Panitiz Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk
menyelenggarakan proses pepailihan Kepala Dess;

Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kota yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan Kota adalah -panitia yang dibentuk oleh Walikota pada
tingkat Kota dalam mendukung pclhksanaan pemilihan Kepala Desa;

Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah
warga desa sctempat yang mencalonkan diri dalam Pemilihan
Kepala Desa.

19.Calon Kepala Desa yang selanjutnya. disebut Calon adalah Bakal Calon

20.

21,

22,

23,

24,

yang setelah dilakukan penelitian persysratan administrasi memenuhi
syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala. Desa,

Calon Kepala Desa Terpilih adalalah Calon Kepala Desa yang memperoleh
suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa yang sdanjutnya disingkat P Kepala Desa adalah
seorang yang diengkat olech Walikota untuk melaksanakan tugas pokok,
fungsi, wewenang, dan kewajban Kepala Desa dalam kurun waktu
tertentu karena adanya pemberbentian Kepala Desa definitif.

Pelaksana Tuges Schari-hari Kepala Desa yang selanjutnya disingkat
Plt. Kepala Dcsa adalah seorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas harian Kepala Desa dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun wakiu tertenti
karena adanya pemberhentian sementara Kepala Desa definitif, atau
Kepala Desa  definitif sedang wmelaksanakan cuti, 3jin, dan atau
berhalangan tetap.

Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunaken bak pifh dalem pemilihan Kepala Desa;

Panitia Telnis Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia
Teknis adalah Panitia Teknis yang dibentuk cleh Panitta Pemilihan yang
terdiri dari Panitia Pendaftaran Pemilih ([Pantarlih) dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suvara (KPPS).



20,

26,

Daftar Pemilih adalah daftar nema Penduduk Desa yang memenuln
persyaratan sesuai dusun atau wilayah tertentu RT dan RW).

Daftar Pemilih Sementara vang selanjutnya disebut DPS adalah daftar
pemilih yang disusun berdasarkan data Daflar Pemilih Tetap Pemilihan
Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kemball atas
kebenarannya serta ditambah dengan pemilh bary

27 Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun

28.

29

3l.
32

(1)
(2)

(1)

2)

(3)

(4)

{5}

@)

berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum
terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementars;

Daftar Pemilih Tetap yang selanjuinya disebut DPT adalah daftar pemilih
vang telah ditetapkan oleh Panifiz Pemilihan sebagsi dasar penentuan
identitas permilih dan jumlah pemilih dalam. permlihan Kepala Desa;

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakuken oleh Calon untuk

. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat

dilaksanakannya permungutan suara,
Hari adalah hari kena; '

Pemungutarn  Suara  adalah  pengumpulan  dan  perhitungen
perolehan suars.

BAB 1l
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

ZE{:pﬁ_la Deaa dipilih langsung oleh penduduk Desa.

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasls, jujur,
dan adil

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secars serentak setu kali atau
dapat bergélombang.

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimane dimaksud

dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan. :

a pengelompokan walktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
di wilayah Kota Tual:

b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau

¢. ketersedigan PNS di lingkungan Kota Tual yang memenuhi
persyaratan scbagai penjabat Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa .secara bergelombang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilaksanekan bcrgclombang paling banyak 3 (tiga)

kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pemilihan Kepala Desa bergelombang schagaimana dimaksud pada

ayat {2} dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam hal terjadi  kekosongan jabatann Kepala Desa delam
penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Walikota menunjuk
penjabat Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3] berasal dari
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerinteh Kota Tual yang memahami
bidang kepemimpinan dan teknis pemerintaban.

&




BAB Il
PELAKSANAAN

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a
b
C.

d

(1)

(2

(3)

()

()

persiapan;

pencalonar,
pelnungutan suara; dan
penetapan.

Bagian Kesatu
Tahapan Persiapan

Paragraf Kesatu
Umum

Pagal &

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a

terdiri atas kegiatan :

& pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa
tentang akhir mase jabatan yang disampaikan & (enam) bulan
schelum berakhir maea jabatan,

b pembentukan panitia  pemilihan  kepala  Desa pleh  Badean
Permusyawaratan Deea ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh)
Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan,

¢. laporan ekhir masa jabatan kepala Desa kepads Walikowa
disampaikan dalam jungka waktu 30 {dga puluh) Har seteiah
pemberitahuan akhir masa jabatan,

d. perencanaasn biaya pemilihan digjuken cleh panitia Pemilihan Kepala.
Desa kepada Walikota melalui Camat dalam jengka wakni 30 {Hge
puluh) Hari Setelah terbentuknya panitia pemiliban; dan

e persetujuan biaya pemilihan dari Walikota dalam jangka waktu 30
ftiga. puluh) hari sejpk diajukan oleh panitia.

Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa seb@gaimans dimaksud

dalam Pasal 5 huruf b disampaikanl secara tertulis oleh BPD kepada
Walikota melalui Camat.

Dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa dibentuk
Paritia Pemilihan Kota oleh Walikota yang ditetapkan dengan
Keputusan Walilcota. i

Panitia. Pemnilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3} terdiri dari

panitia pengaraeh dan panitia teknis.

Panitia Pengarah scbagaimana dimaksud dalam ayat (4), mempunyai

tugas.:

a4 merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan  semua
tahapan pelaksanaan pemiliban tingkat kota;

b, memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa
tingkat Kota; dan

e melaksanaksn tugas dan wewecnang lain yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.




)

(1}

()
3
(4)

(5]

()

@

Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), mempunyal

tugas:

a. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pcemilihan Kepala Desa
terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;

b. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

c. memfasilitasi pencetakan surar suara dan pembuatan kotak suara
serta perlengkapan pemiliban lainnya;

d menyampaikan surat suoara, kotak suara, dan perlengkapan
pemilihan lainnya kspada panitia pemilihan; dan

e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilinan,

Pasal &

Dalam rangka penyelenggaraan proses Pemilihan Kepala Desa di tingkat
Desa, dibentuk Panitia Permilihan.

Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Walikota
mejalui Camat,

Pembentukan Panitin Pesmilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPD dan ditetapkan dalam jangke
waktu 10 (sepuluh) Hearl setelah pemberitahuan alkhir mesa jabatan,

Pembentukan Panitla Pemilihan sshagaimena dimaksud pada ayst (1)
dileksanakan melalui Rapat BPD yang khusus disdakan untuk
permbentukan Panitia Pemilihan.

Ropat BPD schagaimene dimeksud pada ayat [8) dipimpin ocleh
Pimpinan BPD,

Panitia Pemilihan sebasgaimana dimaksud pada ayar (1) dibentuk ocleh
BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebégaimana dimaksud pada ayat (1},

mempunyel tuges :

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan
mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemiliharn,

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota
melalul Carnat;

c. melakukan pendaftaran dan penctapan pemilib;
. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;

e menetapkan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan
menjadi Calen;

f menetapkan tata cara pelaksanaan pemlhhan,

g menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

h memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat
permungutan suars;

i melaksanakan pemungutan suara;

J menstapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara  dan
mengumumkan hasil pemilihan;

k. menetapkan Calon terpilih; dan
1 melakukan evgluasi dan pelaporan pelaksanaan pemiliban,



i)

@

()

(1)

(2

(1)

2)

{1)

(2}

(3)

(1)

(2)

Pasal 7

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud datam Pasal 6 ayat (1) bersifat
mandiri dan tidak memihak.

Panitia pemilihan Kepala Desa schagaimana ditnaksud pada ayat (1)
terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga Kkemasyarakatan, dan
tokch masyarakat Desa.

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganji
dan paling banyak berjumiah 11 (sebelas] orang, dengan susunan paniha
terdiri dari Ketua, Waldl Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan bertangsung jawab
kepada BPFD.

Pasal 8

Dalam rengka membantu kelancaran pelaksenaan tuges, Pamitia
Pemilinan membentuk Panitia Teknis yang keanggotaannya terdiri dari
penduduk desa yang tidak menjadi anggota BPD ateu Perangkat Desa.

Pembentukan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal ©

BPD melaksanakan penggantian anggota Panitia Pemillhan yang
mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan tetap.

Panitta Pemilihan melaksanakan penggantian anpgota Panitia Teknis
yang mencalonkan diri sebagal Kepala Desa atau berhalangan tetap.

Pasal 10

Panitia Teknis sebagaimana dimaksad dalem Pasal 8 ayat (1),
terdiri dari:

g, Panitia Pendaftaran Pemilth (Pantarlih);, dan
b. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Tugas Panitin Pendaftaran Pemilih (Pantarlih} sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huwuf a adalah membantu Panitia Pemilhan dalam
pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemilih dalam rangka pelaksanaan
pemilinan Kepala Desa.

Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (EPPS) sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1} huruf b adalah membantu Panitia Pemiiiban
dalam pelaksanaan Kkegiatan pengisian dan  penyampaian  surat
pemberitahuan  pemilih, dan  melaksanakan  pemunguan  dan
penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan pemiliban Kepala Desa.

Pasal 11

Panitia Pemilihan Kota, Panitia Pemilihan dan Panitia Teknis harus
mempunyal integritas yang tinggi, jujur, dan bertindak tegas dulam
melaksanakan tugas, bersifat mandiri serta tidak memihak.

Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa berpegang teguh
dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(1)

(2)

(1)

3)

Paragraf Kedua
Penetapan Pemilih

Pasal 12

Paling lama 5 {iima) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan, Panitia
Pemilihan mengadakan pengumuman akan diadakannya pemiliban
Kepala Desa melalul media informasi, pendaftaran pemilih, den syarat-
syarat yang berhak memilih dan dipilih.

Media informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1] dapat
disesuaikan dengan media informasi atau keadaan dan kondisi yang ada
di desa bersangkutan.

Pasal 13

Panitia Pemilihan menetapkan batas waktu pendaitaran pemilih.

Jangka waktu pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat. (1),
paling lama 9 (sembilan) Hari.

Pelaksanaan pendaftaran pemiiih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran

» Pemilih {Pantarlih).

(1)
(2

)

(1)

(2)

(3

Pasal 14

Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
Pernilih sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus memenuhi syarat :

a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades
sudah berumur 17 [tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah
ditetapkan sebagai pemilih.

b nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

¢ tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempcroleh kekuatan hukum tetap; den

d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 [(enam) bulan sebelum

disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu
Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

Pemilih yang telah terdaftar dalam dafrar pemilih ternyata tidak lgi
memenuhi syarat scbagaimana dimaksud pada ayat (2}, tidak dapat
menggunakan hak memilih,

Pasal 1>

Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk
di desa. '

Pemutakhiran sebapaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :

a memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan han dan tanggal
pemungutan suara pemnilihan sudah berumur 17 {tujul belas) tahun;
b. belum berumur 17 {rujuh belas) tahun, tetapl sudal/pernah menikah;

¢, telah meninggal dunia;
d. pindah domisili ke desa lain; atau
e, belum terdaftar.

Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia
pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
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(2)

2]

(1)

(2

(3)

(1)
()

)

(1)
(2)

Pasal 16

Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat {3), diumumkan ocleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah
dijangkau masyarakat.

Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selama 3 {tiga) hari.

Pasal 17

Diakm jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2}
pemilih  atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan
mengenai penulisan nama dan/ataw identitas lainnya.

Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilth atau
anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunis;

Pemilih sudah tidak berdomisili di desa. tersebut;

Pemilih yang sudah nikah d bawsh ummy 17 tahun; atau

Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sadah tidak memenuhi syarat
sebagai pernilih.

[wRE I g

Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {l) dan ayat (2} diterima, panitia pemilihan segera mengadakan
perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 18
Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia
Pemilihan melaiui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih
tambahari.

Pencatatan data pemilih tambaban sebagamana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan paling lambat 3 ftiga) hari

Pasal 19
Daflar pemilih tambaban diamumkan oleh Panitia Pemiliban pada
termpal-tempat yang mudab dijangkau oleh masyarakat.

Jangka waktu pengumuman dafar pemiih tambalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 [tiga} bari terhitung sepk
berakhirnya jangka waktu penyusunan rambahan.

Pasal 20

Panitia pernilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pernilih sementara

yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tembahan sebagai daftar pemilih
tetap.

(1}

(2]

Pasal 21
Daftar pemilih telap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dinmumkan
di tempat yang strategis & desa untuk diketahui oleh masyarakat.

Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), selama 3 (tiga) harf terhitung sejpk berakhirnva jangka
waktn penyusunan daftar pemili h tctap.
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Pagal 22

Untuk keperluan pemungutan suara d TPS, Panitian menyusun salinan
daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 23

Rekapitutasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan
lebutuhan suraf suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 24

Dafear pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat
diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan
membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan
"meninggal dunia”.

Bagian Kedua
Tahapan Pencalopan

Pasal 25

Tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b terdiri atas kegiatan .

g pengumuinan dan pendaftaran bakal calon dalam Jangkn waktu 9
(sembilan) Hari;

b penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, seata
penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka wa.ktu 20 (dua
puluh] Herd

¢ penetapan calon Kepala Deésa sebagaimana dimuksud pada huruf b
paling sedikit 2 (dua) orang dan paling bany/sk & (lima] orang calon

d penetapan daftar  pemilih  tetap untuk  pelaksensan pemiliban
kepala Desa:

& pelaksanaan kampanye calon kepala Desa pa.hng lamme 3 {tiga)] hari; dan

f, masa tenang paling lama 3 {tiga)] hari

Pendaftaran Bakal Calon diajukan secara tertulis kepad

Paragral Kesatu
Penduflaran Calon

Pasal 26

(1} Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 9 (sembilan) bari dimulai
scjak dilaksanakannya pclaksanean pendaftaran pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20.

(2) a Ketua Panitia Pemulihan.

Pasal 27

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

a wamnza negara Republik Indonesig;

b bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Ess;

¢ memegang teguh dan  mengamalkan pancasile, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan bhineka tunggal ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;

12
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berusia paling rendah 25 {dua paluh hma) tahun pada saat mendaftar;
bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;

terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal d desa setempat
paling kurang 1 [satu] tahun sebelum pendaftaran;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

tidak pernah dijatuhi pidena penjwa. berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuoatan hukum tetap karena melakukan tindalk
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 {lima)
tahun atau lebih, kecuali 5 {lima) tabun setelah selesal menjalam pdana
pohijara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik
bahwza yang bersangkutan pernah dpidana serta bukan sebagai pelaku
kejghatan berulang-ulang;

tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan
vang telah mempunyai kekuatan hukum. tetap;

sehat jasmani dan rohani; dan

tidek pernah sebagai Kepala Desa selama 3 jtiga) kal masa jabatan.

Pasal 28

Calon Kepala Desa wajib memenithi persyaratan khusus :

&

no o

penduduk desa yang berssal dari mafa rumah/keturunan yang diakui
hak turun teminin olch istiadat setempat dan mendapat persetujuan
darl Rajs;

mendapat persetljuan masyarakat;

persetujuan keturunan yang mewarisi hak kepala desg;

membuat pernyataan tertulis tentang kesanggupan menjaga  dan
melestarikan nilai-nilai adat: dan

mengenal karakteristik desa,

Pasal 29

Persyaratan sebagaimana yang & maksud dalam  Pasal 28. huraf  d
dibuktikan dengan :

&.

k1)

Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atan ijasah. sekolah yvang diakui adalah
varng dikeluarkan oleh Sekolbh atau Lembaga Pendidikan lain yang
sederajat.

bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Tamat
Belajar (STTB) atau ijasabh sckolah yang asl, scbagai penggantinya dapat
dibuktikan dengan Surat Keterangan pengganti Surat Tanda Tamat
Belajar (STTB) atau ijasah sckolah bermaterai cukup dari pejabat yang
berwenang.

bagi Bakal Calon yang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijasah
sekolahnya rusak, harus dilengkap’ dengan surat kt:tcranga_n bermaterai
cukup dari Pe_labat yvang berwenang.

Paragraf Kedua
Penelitian Calon, Penetapan Calon dan Pengumumen Calon

Pasal 30

Panitia pemilthan melakukan penelitian terhadap persyaratan. bakal calon
meliputi penclitian kelengkapan dan keahsahan administrasi pencalonan.
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(2)

(3)

(4)

©

(1)

(2}

(1

(@

(3)

Peneliian  kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang
yang dilengkapl dengan surat keterangan dari yang berwenang.

Panitia pemillhan menguwouwmkan.  hasil  penelitian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh
masukan,

Pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada avat (3]
selatna Shari.

Masukan masyarakaet sebagaimana dimaksud pada avat (3), wapb
diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pagal 31

Dalam hal bakal calon kepala desa wyang memenuhli persyaratan
sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 27 dan Pasal 28 berjumlah paling
gedikit 2 (doa) orang dan paling banyak S5 (ima} orang, Panitta pemilihan
kepala desa menetapkan bakal calon kepala dess menjadi calon
kepala desa

Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1)
divmumkan kepada masyarakat.

Pasal 32

Dalam hal bakal cabn yang memenuhi persyaratan  sebagafmana
dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 kurang dari 2 {dua] orang,
panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20
[dua puluh) hari

Dalam hal bakal calon yang memenubi persyraratan tetapn kurang dari 2
{dua) setelah perpanjangan wakha pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
sampal dengan waltu yang ditetapkan kemudian.

Apabila dalam tenggang wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
masa jabatan Kepala Desa berakhir, Walikota mengangkat penjabat
Kepala Desa dari Pegawal Negeri Sipil dilingkuangan Pemerintah Kota.

Pasal 33

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan scbagaimana dinaksud
dalam Pasal 27 dan Pasal 28 lebih dan 5 (lima) orang, panitia melakukan
seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja &
lembaga pemerintahan, tingkeat pendidi kan, usia dan persyaratan lain yang
ditetapkan Walikata

Pasal 34
Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut
rmelalui undien secara terbuka okeh Panitia Pemilihan.

Undian nomor urut calon schagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri
oleh para calon.

Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar
calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
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©)

(1)
(]

&)

(1}

[2)

(2)

Panitia pemilihan mengumumkan melahn media masa dan/ateu papan
pengumuman tentang nama, calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7
{majuh) hari sepk tanggal ditetaphan

Pengumuman scbagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifai final dan
mengilkat.

Paragraf Keriga.
Kempanye
Pasal 35

Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sésuai dengan kondisi
sagial budaya masyarakat Desa

Pclaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
jangka waktu 3 (tiga) Hart sebelum dimulainya masa tenang,

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 3%
Kampenye sebagaimona dimaksud dalam pasal 34 ayat () memuat visi
dan misi bile terpilih sebagai kepala desa.

Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupaken keinginan yang
ingin diwwjudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.

Misi scbagaimana dimaksud pada ayar (1) berisi program. yang akan
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi

Pasal 37

Kampanye sebagaimana dimaksud dalaom Pesal 35 ayst (1) dapat
dilaksanakan melalui :

&N ogp

(1)

pertemuan terbatas;

tatap muka

dialog;

penyebaran bahan kampanye kepada umum; _

pemasangan alat peruga di iempat kampanye den c tempat lain yang
ditentukan oleh pamtia pemilihan; dan

kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pelaksana Kampanye dilarang :

a mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

. melakuksn Kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesaluan

Republik Indonesia;

menghina seseorang, apgamsa, suku, ras, golongan, calon dan/atau

calon yang leirg

menghasut dan mengadu-domba perseorengan atau masyarakat;

mengganggu ketertiban wumum;

mengancam untuk melakukan kekerasan atau  menganjurkan

penggunaan keckerasan kepada seseorang, sckelompok anggota

masyarakat, dan/fatau calon yang lain;,

e

acli iy =¥
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merusak danfatau menghilangkan alat peraga kampanye calon;

menggunakan fasilitas pemerintah, {empat ibadah, dan tempat

pendidikan;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lkin
selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan

j- menjanjikan atau memberikan uang alau mater lainoya  kepada

peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang
mengikutsertakan :

o oa

a. kepala dess;
b perangkat dess;
¢ angegoia badan permusyaratan desa.

Pasal 29

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 avat (1) dikenai sanksi :

a. peringatan tertulis apabila pclaksana Kampanye melanggar larangan
welaupun belum terjadi gangguan; dan

b penghentlan kegiatan Kampanye d4i tempat terjadinya pelanggaran atau di
suatu wilhyah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan
yarig berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 40

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hard sebelum Thari dan tanggal
pemungutan uara.

(2) Hari dan tanggal pemnungutan suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Paragrafl Keempat
Tahapan Rapat Pernilihan

Pagal 41

Rapat pemilihan Kepala Desa diselenggarakan di tempal yang menjamin
- kebebasan, kerahasiaan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran jalannya
pemberian suara dan dilaksanakan dalam walktu 1 (sam] Hari.

Pasal 47

(1) Rapat pemilihan kepala desa dipimpin dan dibuka oleh Ketua Panitia
Pemilihan dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

() Rapat pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Ketua Panitia Permilihan mengumumbkan kepada peserta rapat :
a nama-nama calon dengan penegasan calon telah memenuhi syarat;

b. sumat suara untuk para calon yang berisi nomor unit calon, foto
calon, dan nama calon; dan

¢. tata cara dan sahnya pemilihan.

(3 Rapat pemilihan kepala desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1}
dibuka pada pukl 07.00 WIB dan bersikhir pada pulaal 13.00 WIB dan
dilanjutkan dengan penghitungan suara.
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{1]

(1)

(2

(3

(1]

(2)

Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinmumkan kepada
masyarakat dengan menggunakan media dan informasi yang ada di desa
setempat.

Pasal 43

Pelaksanaan Pemungutan  Suara  dilaksanekan oleh  Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara. (KPPS)

Pemungutan Suara  disaksikan oleh  saksi yang ditunjuk oleh
masging- masing calon.

Pasal 44

Pada saat pemunguian suara  dilaksanakan, Panitta Pemilihan
berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan
d{mga_n dgmakraﬁﬂ, :la.nﬂ&.l‘, t.cl."tib, aman dan teratur.

Pemnberian suara dilakukean dalam  billk suara atan tempat yang
menjamin kerahasiaan perniliban,

Penitia Pemilihan berkewajiban menjaga agar setiap orang yang berhak
memilih hanya memberikan 1 (sam) suaranya.

Bagian Ketiga
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 45

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢
dilakukan dengan memberikan suara melolui surat suera yang berisi
nomor, foto, dan nama cabn atau berdasarkan kebiassan mesyarakat
desa setempart.

Femberian suara untuk pemilihan sebagaimana dirmaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 46

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suard, kotek
suara, kelengkapan peralatan laun serta pendistribusiannya diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Walikota.

(1)
(2)

(1}

Pasal 47

Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.

TPS schagaimana dimaksud peda ayat (1), ditentuken Ilokasinya o
tempat yvang mudah dijengkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta
menjamin setiap pemilih dapat memberiktan suaranya secar langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. '

Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan ocleh panitia
pemilihan.

Pasal 48
Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain

pada saat memberikan suaranya di TPS dupal dibantu oleh panitia atau
orang lain atas permintaan pemilih.
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(2) Anggota panitia atsu orang lain yang membantn pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), wajb merahasiakan pilihan pemilth yang
bersangkutan.

Pasal 49

Pemilih vang menjalani rawat inap d rumah sakit atau sejenisnys, yang
sedang menjalan hukuman penjara, pemilih yang tidsk mempunyai tempat
tinggal retap, yang tinggal d perabu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-
ternpat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal H0

TPS Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 akan  disesvaikan
dengan keadaan dan kondisi pemilih.

Pasa: B

" (1) Sebelum = melaksapakan pemunguian suara, panitia  pemilihan
melakukan kegiatan -

a pembukaan kotsk suara;

b pengelvaran seluruh isi ketale suara;

c. pengldendfikasian jenis doltumen dan peralatan; dan

d penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

{2) Kegiatan panitia sehagaimana dimaksud pada ayat (1) depat dibadiri oleh
suksi dafi calon, BFD, pengawas, dan warga masyarakat

(3) Kegiatah panida s¢bagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita
acura yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan schurang-kurangnye.
2({diua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh seksi deri calon.

Pasal 52

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1), panitia memberikan penjclasan mengenal tate cearn permungutan
auara.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayet (1), pemilih
diberi kesempatan oleh panftia bérdasarkan prinsip urutan kehadiran
pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat
meminta surat suara pengganti kepada panitta, kemudian panitia
memberikan surat suara pengganti hanya saba kal.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih da pat
meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan
surat suara penggant hanya satu kel

Prmal 53

Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila :

a  surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 {satu} kotak segi empat yang memuat
satu calen: atau
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)

@
@
&
©

{7

(8)

{1)

(3]

tanda coblos terdapat dalam sakh satu kotak segl empat yang memual
nomer, foto dan narna calon yang telah ditentukan; atau

tanda coblos lebih dari satu, tetapl masih d dalam salah satu kotak segi
empat vang memuat nomor, foto, dan nemma calon; aray

tanda coblos terdapat pada salah satl garis kotak segl empat yang
memuat nomor, ioto, dan nama calon.

Pasal 54

Penghitungan suara di TPS dilakukan. oleh panitia setelah pemungutan
suara berakhir,

Sebelum  penghitungen suara dimulai sebagamana dimaksud pada
ayat (1), panitia pemilihan menghitung, :

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkah salinan daftar
pemilin tetap untuk TPS;

jumlah pemilih dari PS lain;

jurntah surat suara yang tidak terpakai; dan

jumlah surat sugra yang dikembalikan oleh pemiilih karena rusgk
atay keliru dicoblos.

Penghitungar suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan
gelesal d TPS oleh pamitia pemilihan dan dapat dibadiri dan disaksikan
oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

Saksi calon delam penghitungan suara sebagasimana dimaksud pade
ayat {3}, hatus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan
dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.

Panitla membuat berita acara hasil penghitungan suara yang
ditandatangani <leh kerua dan seluramg-kurangnya 2 (dua) orang
anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saks calon.

Panitia memberikan salinan Berita Acara hasii penghitungan suam.
gsebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing seksi calon
yvang hadir sebanyak 1 (saty eksemplar dan menempelkan 1 (sany)
eksemplar sertifikat husil penghitungan suara di tempat umum.

Berita acara beserta kelengkapannya scbageimena dimaksud pada
ayat (6), dimasukkan dalarn sampul khusus yang disediakan dan
dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label
atall segel

oo

Panitia menyerahkan berita acaru hasil penghitungan suara, surat suars,
dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara
kepada BPD segera setclah selesai penghitungan suara.

Pasal 55

Calen Kepala Desa yang memperoleh suara terbanysk dari umlah suara
sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

Dalun hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperolch suara
terbanyak yang sama lebib dani 1 (satu) calon pada desa dengan TPS3
lebih dari 1 {saty), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak
pada TPS dengan jumlah pemilih lerbanyak.

Dalam ha! jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang
sama lebih dari 1 [satw) calon pada desa dengan TPS hanva 1 (satul),
calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayvah tempat tinggal dengan
jumlah pemilih terbesar.

19



Pa=al 56

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara ¢ TPS, disimnpan
di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin. keamanannya.

Bagian Keempat
Penetapan
Pasal 57

(1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 4
adalah setelah  selesai pelaksanaan pemilihan kepala desa, makea
Panitia Pemilihan paling lama 7 fujub) Hari terhitung nidlal tanggal
pelaksanaan rapat pemiliban, melaporkan hasil rapat pemilihan
kepala desa kepada BPD disertai deogan Berita Acara Pemunguian
Suara, Berita Acara Penghitungan Suare, Penetapan Calon Terpilih serta
pertanggungjawaban biaya pemilihan.

[3) Calon terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat {1), ditctapken dengan Keputusan BPD berdasarkan
laporan dan Berita Acara Rapat Pemilihan dari Panitia Pemilihan,

(3) Keputusan BPD tentang Pepetapan Calan Terpilih berdasarkan suara

terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada
Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.

(4) Penyampaian laporan hasil rapat pcmilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3], paling lambat 7 {tujuh) hari setelah BPD
menerima laporan Panita Pemilihan

Pasal 58

Dalam hal terjadi persclisihan hasil pendli han Kepala Desa, Walikota wajb
menyelesaikan perselisihan dalam jangka wakia 30 {tiga puluh) Hari.

Bagian Kelima
Pemilihan Kepala Desa Antar wakfu melalul Musyawarah Desa

Pasal 59

Musyawarah Desa yang - disclenggarakan khusus untuk pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka

waktu 6 [enam) tulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan

mekanisme sebagai berilcut :

a. sebelum penyelenggeraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang
meliputi :

1. pembentukan panitia pemiliban kepala Desa antar waktu oleh
Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 135
(lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;

2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia
pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalbm Jjangka
waktu 30 {tiga puluh) bari werhining sejpk panitia. terbentuk;

3. pemberian persetujusm biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa
paling lama dalam jangka walktu 30 fdga puluh) hari terhitung selak
diajuken cleh panitia pemilihan;

4. pengumumean dan pendaftaran bakal calon kepala Desa cleh panihia
pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas] harg
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b.

(1)

(2

5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal celon oleh
panitia pemilihan dalam jangka waltu 7 [tujuh} hari; dan

& penetapan culon kepale Desa antar waktu olch panitia permlihan
paling sedikit 2 (dua) orang caln dan paling banvak 3 [(tga) orang
calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desg
untuk ditetapkan sebagai calbn yang berhak dipilih  dalam
mugyawarzh Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menyelepggarakan musyawarah Desa

yang meliputi kegiatan:

1. pemyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh  Ketua Badan
Permusyawaratan Desa yang tcknis. pelaksanaan pemilihannya
dilakukan oleh panitia_ pemi Jihan;

2 pengesahan calon kepala Desa vang berhak dipilih oleh musyawarah
Desa melalui musyawarah mufaka¢ atau melalu pemungutan suara,

3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan
melalui mekanisre musyawarah mufakat atau melalui pemungutan
suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan
kepada musyawarah Desa;

pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Dess;

pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui  musyawarah Desa

kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh)

hari satelah musyawsarah Desa mengesahkan calon kepala Desa
terpiliby

7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh
ketua Bedan Permusyawaratan Desa kepada Walikota paling lambet 7
{tajuh) hari setelah menerima laporan dan panitia pemilihan;

8 penerbitan keputusan Walikota tentang pengesahen pengangkatan
calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga pulub} hari sejak
diterimanya laporatl dari Badan Permusyawaratan Deeq; dan

¢ pelantikan kepala Desa oleh Walikota paling lama 20 (tiga puluh) hari

sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala

Dese  terpilih  dengan urutan acara pelantiken  sesual  dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

& (n

BADB IV

KEPALA DESA PERANGKAT DESA, DAN PEGAWAI NEGERI EIPIL
SEBAGAI CALON KEPALA DESA '

Paragral Kesatu
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal &0

Kepala Desa yang skan mencalonkan diri kembali diberl cuti sejak
ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan
penctapan calon terpilih.

Selama masa cuti sebagaimana dimaksud. pade ayat (1), Kepala Desa
dilarang menggunakan faglitas pemerintah desa untuk kepentingan
sebagai calon Kepala Desa.
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Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 61

Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
diberi{ cuti terhitung sejpk yang bersangkutan terdaftar scbagai Dbakal
calon Kepala Desa sampai démgan selesainya pelaksanaan penstapan
calon terpilih.

Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dirangkap
oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan
Kepala Desa.

Paragraf Kedua
Calon KEpaJa Pesa dari PNS

Pasal €2

Pegawai negeri sipil yang mencalonkan dirm dalam pemiliban Kepala Desa
harua mendapatkan izin tertulis dari psjabat pembina kepegawaian,

Dalam hal pegawal negeri sipil sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa. yang bersangkutan
dibebaskan sementara darn jabafannya se¢lama menjadi Kepala Desa
tanipa kehilangan hak sebagei pegawai negeri sipil.

Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepela Deea
gebagaimana dimaksud pada ayat {2) berhak mendepatkan tunjungan
Kepala Desa dan penghasilan lainnye yang sah.

TNI, Polri, Pegawai BUMN, BUMD yang mencalonkan dirff dalam
pemilihan Kepala Desa harus mendapat persctujuan atasan.

BAR V
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Sumber Biaya Pemilihan

Pasal &3

Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Tual

Deang bantuan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa umtuk
kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Kesatu
Mekanisme Pembiayaan Pemilihan

Pasal 64

Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan
kepada BFD. :

BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa berdasarkan
knndisi dan kemampuan keuangan desa.
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Penetapan besaran hiaya s€bagaimana dimaksud pada ayat (2],
diserahkan oleh BPD kepada Panitia Pemilihan guna diajukan kepada
Walikota melalui Camat.

Biayz pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diperoleh dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Perencanaan biaya pemdiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
ayat {3), diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Walikota melalui Camat
dalam jenpka waktu 30 figa pulah] hari setelah terbentuknya
Panitia Pemilihan.

Persctujuan hiaya pemilihan dan Walikota dalam jangka waktu - 30
(tiga puluh) hari sejak digjukan oleh Panitia Pemilihan,

Pasal. 66

Bisya pemilihan yarg diajukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kola dan dipergunakan untuk:

a pengadaan surat suara,

b, pengadaan kotak suara;

¢ pengadaan Kelengkapan peralatan lainnya;
d honorarium Panitia Pemilihan; dan

e. biaya pelantikan.

Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayast (1)
dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam. tahun
berkenaar.

Pemerintah Desa dapat meénganggarkan lain-lain biaya pelaksanaan
pamilihan Kepala Desa berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan
desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dese. antare lain :

a pembuatan bilik tempat pemungutan dan perlengkapannys;

b honorarium Panitia Teknis;

¢ hiaya konsumsi dan rapat-rapat; dan

< biaya pengamanar.

Perenicanaan biays pernilihban  yang  dianpgarkan dalkm Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan oleh Panitia Pemilihan kcpada BPD.

BAB VI

TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN
LAPORAM KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Tugas

Pozal &7

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemernlahan Desa, melaksanakan

pemmbangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa



Bagian Kedua

‘Wewenang
Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebageimana dimaksud dalam Pasal 67,
Kepala Desa berwenang .

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Dess;

mengangkat dan memberhentikan perangkat Desza;

memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

menetapkan Peraturan Dess;

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

membina kehidupan masyarakat Desa;

memhbina ketenteraman dan keteriban masyarakat Desa;

membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya egar mencapai perckonomi an skala produktif untuk
sehesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

mEngembangkan sumber pendapatan Dess

mengusulkan dan meénerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakal Desa;

mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat. Desa;
memanfaatkan tsknologi tepat guna;

mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

mewsakili Desa di dalam dan d luar pengadilan etgy menunjuk kuasa
hukum untuk méewakilinya sesuai dengan kelenfuan  peraturan
perundang-undangan; dan

melaksanakan wewenang lain yang sesual dengan Ketentuah persturan
perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Hak

Pasa]l 69

Dalam melaksanakan mugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Kepala

Desa berhak :

s mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

b merngajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa,

< menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangen, dan penerimaan
lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang
dilaksanakan; dan

e. memberikan mardat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada
perangkat Desa,

Bagian Keempat
Kewa jhan
Pasal 70

Dulam melaksanakan tugas scebagaimana dimaksud dalam Paesal 67,

Kepala Desa berkewajiban :

a. memecgang teguh dan  mengamalkan  Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan  dan memelibara  keuntuhan  Negura  Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhincka Tunggal Tka;

4.
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

memclihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

menaati dan menegakkan peramran perundang- undangan;
melaksanakan kehichupan demokrasi dan berkeadilan gender;
melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,
transparan, profzsional, efi=ktif dan efisien, bersil, serta bebas dari kolusi,
korupsi, dan nepotisme;

menjalin  kerja sama dan koordinasi dengan seluruh  pemangku
kepentingan di Desa;

menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

mengelola keuangan dan Asef Desa;

melaksanakan urusan pemerintaban vang menjadi kewenangaan Desa;
menyelesatkan persehsihan masyarakat di Desa;

mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
memberdavakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan
hidup; dan

memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima.
Laporan Kepala Desa

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, bak, dan kewajibannya, kepala
Desa wajib:

a,

T

1)

(2)

(3}

(1)

menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir
tahun anggaran kepads. Walikota;

menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dese pada akhir
masa jabatan kepada Walikota;

menvampaiken laporan Lketerangan penyelenggaraan  pemerintahan
secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir
tahunh anggarar.

Pasal 72

Laporan penyelenggaraan Pemerintaban Desa schagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 huruf a disampaikan kepada Walikota melalu Camat
paling lambat 3 {tiga] bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Luporan penyelenggaraan Pemcrintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikif memuat :

a pertanggungiawaban penyelenpgaraan ‘Pemerintahan Desa;

b. pertanggungawaban pelaksanaan pembangunan;

¢ pelaksanaan pembinaan kemasyaralatan; dan

d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan schagai baban evatuasi olth Walikota untuk
dasar pecmbinaan dan pengawasan.

Pasal 73

Kepala Desa wajih menyampaikan  laporan penyelenggaraan
pemerintahan desa pada akhr masa jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 huruf b kepada Waliknta melalui. Camat.
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(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} disampaikan dalkm jangka wakia 5 (lima) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan.

(3] Laperan penyelenggaraan pemerintahan desa secbagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memual :

a ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;

b, rencana penyelenggaraan Pemerintaban Desa dalam jangka waktu
wntuk 5 (lima) bulan s8a masa jabatan;

c. hasil yang dicapai dan yang behum dicapai; dan

d. hal yang dianggap perlu perbailcan.

(4) Pelaksanaan ‘atas rencana peny/elenggaraan pemerintahan  desa
sebagaimana dimaksud * pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh
kepala desa kepada Walikota dalam. memori serah tferima jabatan,

Pasal 74

(1] Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagaimana dimaksud -dalam Pasal 71 huruf ¢
setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa
secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya
tahun anggaran.

{2} Laporan keterangan penyelenggaraan pemerinfahan desa sebapaimana
dimaksud pada ayat (I} palng sedkit memuat pelaksanaan
peraturan desa.

(3] Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

Pasal 75

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media inforrmasi
yang mudah diakses oleh roasyarakat mengenai penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada masyarakat desa.

Pasal ‘76

Ketentuan lebih lanjut mengenad laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENGANGKATAN KEPALA DESA

Bagian Kesatn
Pengangkatan.
Pasal 77
{1} Calon kepala desa terplih disahlkan pengangkatannya  dengan
Keputusan Wallkota,

(9 Keputusan Walikota scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung scjak diterima laporan hasil
pemilihan kepala desa dari BPL.
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Bagian Kedua
Pelantikan

Pasal 78

Pelantikan calon kepala desa terpiih  dilakukan paling lambat
30 (tiga puluh) harl terhitung sclak diterbitkan Keputusan Walikota
mengenai pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih.

Pelantikan calon kepala desa terpilih s ebagaunana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oich Walikota atau pejabat yang ditunjuls

Susunan acara pelantikan kepala desa schagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebagai herilut :

a pembacaan Keputusan Walikota tentang pengesshan pengangkatan
kepala desa.

b pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Walikota atau pejabat yang

ditunjulk

penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.

kata pclantikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjulk,

penyematan tanda jabatan oleh walikota ateu pejabat yang ditunjuk.

pembacaan. amanat Walikota.,

pembacaan doa.

Selain pelantikenn resmi scbagaimana dimaksud pada ayat (3),
perncrintah desa dan magyeraket dapat menyelenggarakan keglatan
sesual dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Walikota.

W

Pasal 7O

Sebelum memangku jebatannye, kepala desa terpilih bersumpah/ berjanji.
Sumpah/janji scbegaimana dimaksud pada ayer {2} sebagai berikut

“Demi Allah/Tuhaen, seya beérsumpah/berjanii bahwe saye akan
memenuhi kewajiban seya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya, den seadil-adilnya; bahwe ssya akan selulu taat delam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagal dasar negara, dan,
bahwasaya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku
bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia™

Pasal 820
Kepale Desa memegang jabatan selama 6 femam) tahun lerhitung sejak

tangpal pelantikan.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling
banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara
berturat-tunat.

Bagian Ketiga
Serah Terima Jabatan

Pazsal 81

Serah terima jabatan dilalukan setelah pelantikan calon kepala desa
terpilih.
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Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

Penandatanganan henta acara serab terima jabatan sebagaimana
dimalksud pada ayat (2 dilaksanakan pada acara pengambilan
sumpah/fjanji dan pelantikan calon kepala  desa terpilih setelah
penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memord
serah terima jabatan.

Memori serah terima jabaian sebagaimana dimaksud pada ayat [(3)
terdinl atas :

pendahuluan;

monografl desa,

pelaksanaan program kerja tabun lahy;

rencana program yang akan datang,

kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencans
kegiaran setahun terakhir

hambatan vang dihadapi; dan

daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

e n o

oy =

Bagian Keempat
" Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal &2

Calon kepala desa terpiiih yang telah dilantk wajib menghkuti pelatihan
ewal rasa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Biaya pelatihart sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibebankan
pada APBD Kota, Provinsi dan APBN.

Pasal 83

Kepala Desa wajb mengkuti program-program pelatihan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Da¢rah Provinsi dan
Pemerintah Dacrah Kota Tual

Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBDesa, APBD Kota, Provinsi, dan APBN.

BAB VIl
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagan Kesatil

Umum
Pasal B4

Kepala Desa berhenti Karena.
a. meninggal dunis;

b. permintaan sendiri; atau
¢ diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimeksud pada ayal {1] huruf ¢

karena :

a. berakhir masa jabatannya:

b, tidek dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan  atau
berhalangan tetap secara berturur-turut selama & {enam)] bulan;

¢ tidalk lagi memenuhi syarat sebhagai kepala desa;

d. melanggar larangan- schagai kepala desa;



4'!'.

e. adanya perubahan status desa menjadi keélurahan, penggabungan
2 {dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa bary, atau

penghapusan desa;

tidak melaksanakan kewajiban scbagai kepala desa; atau

dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang

telah ‘mempurniral kekuatan hukam tetap.

(3) Apabila kepala desa berhenti sehagaimana dimaksud pada ayat (1)

Badan  Permusyawsaratan Desa  melaporkan  kepada  Walikota
melalui Camat.

gy =

{4} Laparan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi
terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

(5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayac (4 Walikoia melakukan kajan untuk proses
selanjutnya.

6] Permmberhentian Kepala Desa sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan ¢leh Walikota.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 85

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Walikota karena. .
a tidak melaksanskan Kewajiban sebagai kepala dess;

b. melanggar larangan sebagai kepala desa;

¢ dinyatakan sebegal terdakwa yang diancam dengan pidana penijara paling
singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan

d ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris,
makar, dan /atau tindak pidana terhadap keamanan. necgafa.

Pasal 86

Kepala Desa yang diberhentkan sementara sebagaimany dimaksud dalam
Pusal 85 diberhentikan oleh Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang tclah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

Pagal 87

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 setelah melalui proses peraditan ternyala terbukti tidak
hersalah berdasarkan putusan pengadilan  yang telah mempunya
kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (ga puluh) hari sejgk pencrapan
putusan pengadilan diterima oleh kepala desa, Walikota merehabilitasi
dan mengaktifkan kembali kepala desa ymng bersangkutan sebagei
kepala desa sampai dengan akhir masa jabatannya. :

(2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Walikota harus
merehabilitasi nama baik kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 88

Dalam hal Kepala Desa diberbentikan sementara sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 85, sckretaris Desa melaksanaken tugas dan kewajiban
Kepala Desa sampai dengan adanya pufusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. .
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Pazal 85

Dalam hal sisa measa jabatan kepala desa yang diberhentikan
sebagaimana dimsksud dalam Pasal 8 tidak lebih dari 1 {satu) tahun,
Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah
sebagai penjabat kepala dcsa sampai dengan rerpiihnya kepala desa.

Penjabat Kepala Desa melaksanukan (ugas, wewenang, kewajiban, dan
hak kepala desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal ©7, Pasal B8,
Pagal 69, dan Pasal 70.

Pasal 90

Dalam hal sisa masa jabatan  Kepala Desa yang diberhentikan
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 86 fehih dart 1 (satu) tahan,

Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah

sebagal penjahat Kepaia Desa.

Penjabai Kepala Desa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)
melaksanakari tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 09, dan
Pasal 70 sampai dengan ditetapkannya kepala desa.

Kepala Desa sebagsimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalu
musyawsrah desa yang memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud
dalam Pssal 31.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada dyal (3 dilaksanaken
paling lama 6 (enam) bulan sejpk kepala desa diberhentikan.

Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana
dimaksud pada ayat {3) mclaksanakan tugas kepala desa sampai habis
siza masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.

Ketentuan lebikh  [anjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] diatur dalam Peraturan Walkota,

Bagian Ketiga
Pengesahan Pemberhentian

Pasal 91

Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebageimana dimaksud dalam
pasal $ ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Keputusan Walikota sebagaimana dimeksud pada ayat (1) disempaikan
kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Pem pepbat terkait pada
tingkat Provinsi dan Kota.

BAaB X
LARANGAN DAN SANKSI KEPALA DESA.

Bagian Keseiuo
Larangan

Pasal 92

Kepaia Desa dilarang :

.

b.

merugikan kepentingan umum;

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota. keluarga,
pihak lain, dan/atau goloogan lertentu;

menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, danfatau kewa jibannya;



d. melakukan tindakan diskriminatif terbadap warga dan/atau golongan
masyarakat tertentil;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f melakukan kolusi, korupsi, den nepotisme, menerima uang barang,
danjatau jesa dari pihek lain yang dapat memengaruhi keputusan atau
tindekan vang gkan dilakukannya;

menjadi pengurus partai polit'k

oo

menjadi anggota danfatau penguarus organisasi terlarang;

i merangkap jabatan sebagai kewmm danfatau  anggota Badan
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indomesia, Dewan Perwalkilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daersh Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kabupaten/Kota, dan jabatew. 3dmin yang ditentukan dalam
peraturan perundangan-undangan;

. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilhan umum dan/atau
pemilihan kepala daerah;

k melanggar sumpah/janji jabatan; dan

meninggalkan tugas selama X figa puluh) hari kerja berturut-turut
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungiawabkan.

Bagian Kedua
Sanksi

"

Pazal 93

(1] Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 71 dikenai sanksi administratif
herupa teguran lisan danfatau teguran tertulis.

() Kepala Desa yang melanggar larangan. scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 92 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau
teguran tertulis.

i3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimalksud pada ayat (1) dan
ayat (2} tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian
sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB X
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA
Paszal 04

Ketentuan mengenai pekaian dinas dan atribut kepala desa berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

(1)Kepala Desa yang dipilih dan diangkar berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada
saat beriakunya Peraturan Daerah mi, tetap bertugas sampai habis
masa jabatannya.
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(2) Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini sepanjang
mengenai  teknis  pelaksanaannya  diatur lebith  lanjut  dalam
Peraturan Walikota.

'(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota Tual
Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Perencanaan,
Pengangkatan, ‘Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan
dinyatakan Tidak berlaku lagi

BAB A1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan  pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Tual

Ditetapkan di Tual
pade tanggal Mel 2017

WALIKOTA TUAL,

'“"“'-——w:::'

ADAMRAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal Oktober 2017

P, SEKRETAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NGMOR




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOGR TAHUN 2017

TENT.ANG-

PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA :

UMUM

Pengakuan terhadap Desa sebagaimana digambarkan dalam
penjelaisan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa, discbutkan balwa Desa atau yarng disebut
dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik
Indonesia terbentuk, Sebagai bulkti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indenesia Tahun 1945 (scbelum
perubahan) menycbutkan bahwa “Dalam. territors Negara Indonesia
terdapat lebih Kkurang 250 “Zelfbesturende landschapper  dan
“Volksgemeenschappen’, seperti desa di Jawa den Bali, Nagari di
Minangkabau, dusun dan mamga di Palembang, termasuk desa-desa yang
terletak di kepulawan kei, Kota Tual, Provinsi Maluku yang memiliki ciri
khas dan karakteristik tersendiri

Dacrah-daerah ni mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya
dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat unik. Ncgara Republik
Indonesia menghermati kedudukan daerah-daerah. istimewa tersebut. dan
segala peraturan negara yang mengenal daerah-daerah . akan
mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu,
keberadaannya  wajib  tetap  diakui  dan  diberikan  jaminan
keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan. Repubhlik Indenesia.

Pengakusn tersebut lebih dipertegas dalam Undang-Undang Dasar
Negera Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat {7) bahwa *Susunan dan
tata cara penyclenggaraan Pemerintahan Daerah. diatur dalam
undang-undang”. Serta Pasal 18 B ayat (2 vyang berbunyi “Negara
mengakui dan menghormali kesaman-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Sehingga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor &
Tahun 2014 tentang Desa, dan disusul dengan Peraturan pelaksana
berupa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nemor 6 Tabun 2014 tentang Desa, serfa
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undeng-Undang MNomor & Tahun 2014 tentang Desa,
merupakan tindak lanjut untuk ‘merealisasikan amanat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia dan sekaligus merupakan bukti nyata
keseriusan  pemerintah  dalam  mengoptimalkan  penyelengaraan
pemerintahan  desa pelaksanaan  pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masgyarakat Desa,
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II.

Dengan demikian kunci. keberhasi lan penyelenggaraan
pemerintahan di desa sebagaimana yang terural diatas hanya dapat
dilaksanakan oleh kepala desa, karema merupakan tanggung jawab
kepala desa yang dipilih berdasarkan perintah peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan 'hak asal usul seria kebiasaan yang telah
dipraktekan dalam daerah yang bersangkutan.

Salah satu keunikan dan o khas masyarakat adat ke & Kota Tual

Provinsi Maluku, terkait dengan kepala desa adalah dipilih berdasarkan

mekanisme peraturan perundang-undangan yeng berlaku Namun dalam
hal pencalonan scorang kepala desa dicalonkan berdasarkan hak
asal-usul dan keblasaa-kebiasaan yang itdah Dberlangsung secara
turun-temurun, sehingga dalam melaksanalkan fungsinya Kepala Desa
berkapasitas scbagai kepala pemerintaban disatu sisi dan pada sisi yang
lain juga beperan dalhm hal yang berhubungan dengan adat.

Untuk itu perlu dibertuk Peraturan Daerah tentang pencalonan,
pemilihan, pengangkatan, pelantikan, .dan pemberhentian kepala desa
yang materi mmuatannya tidak hanya bersumber dari  peraturan
perundangundangan yang berlakn, namun juga bersumber dari
kebiasaan-kibiasan yarg tumbuh dan berkembang dan telah menjadi
bagian dari hultum adat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pagal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jclas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Culknupjelas.
Paszal 14

Culaup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.




Pasal 16

Culap jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

- Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pazal 20

Cukup jclas.

Pasal 21

Culkkup jelas.

Pasal 22

Cukupjelas.

Paszal 23

Cukupjelas.

FPasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Hurufa
Cukup jelas.

Huruf b :
Yang dimaksud dengan “keclengkapan persyaratan administrast”
adalah dokumen mengenai persydaratan administrasi bakal calon,
antara lain, terdiri atas :

].r

2

surat keterangan sebagai bukti sebagal warga Negara Indonesia
dari pejbat tingkar kata;

surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang
dibuat olelh yang bersangkutan di atas kerfas segel atau
bermeteral cukiip;

surat pemyataan  memegang teguh  dan  mengamalkan
Pancasila, Undarng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, mempertabankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika, yang dibuat okh yang bersangkutan. di atas kertas segcl
atan bermeterai cukup; :

jjuzah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan
ljazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejbat berwenang atau
surat periiyataan dafi pejabat yang berwenang;

akta kelahiran atau surat keterangan. kenal lahir

surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa
vang dibuat cleh yang bersangkutan di atas kertas segel atan
bermeterai cukup;

kartu tanda penduduk dan surat keterangan hertempat tinggal
paling kurang 1 (satu) tabun sebelum pendaftaran dari rukun
tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;

surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah
dijatuhi picana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjra paling
singkat 5 (lima) tahun atan lebih;

9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak

sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan
vang telah mempunyai bukum tetap,

10, surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum

daerah; dan



1l.surat keterangan dari pemerintah daerab kabupaien/kota dan
surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah
menjadi kepala Desa sclama 3 (iga) kali masa jabatan.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukupjelas,
Huruf e
Culaup jelas.
Huruff
Cukap jelas.
Pazal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28 '
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal30
Cukup jelas.
Pasal 31
Culup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Culkup jelas.
Pasal 35
Culaup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jclas.
Pagal 33
Culkup jelas.
Pasal 3¢
Culkup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Culcup jelas.
Pazal 42
Cultup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pagzal 46
Culkup jelas.
Pasal 47
Cukup jeias.
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Pasal 48
Culup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 30
Culaap jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jclas.
Pasal 533
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 59 _
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal &2
Cukup jelas.
Pasal €3
Cukup jelas.
Pasal &4
Culoup jelas.
Fasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Culnap jelas.
Pasal &7
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Hurufa
Culcup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruaf ¢
Jaminan kesehatan vang diberikan kepada Kepala Desa
diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh
Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.
Huruf d
Culcup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
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Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Culmup jelas.

Pasal 72

Culupjelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukupielas.

Pasal 75

Yang dimaksud dengan
pengumuman, radio komunitas, dan media informast lainnya.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukupielas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasgal 79

Cukuap jelas.

Pasal &0
Ayrat (1)

inf ormasi”

kin papan

Ayatil)

Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantukan adalah
seseorang yang telah dilantik sebagal Kepala Desa maka apabila
vang bersangkutan mengundurkan diri  scbelum habis masa

jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6
(enam) tahuin. |

Kepala Desa vyang telah menjabat safu  kali masal jabgtan‘
berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 diber
kesempatan untuk mencalonkan kembali palng lama E(Edua]

masa jabatan. Sementara i, Kepala Desa yang telah njahat 2
dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Romor 32
Tahun: 2004 dibert kesempatan untuk mencalonkan kemtf ali hanya
1 (satu} kali masa jabatan.

Cukup jelas.

Pasal 81

Culcup jelas
Pasal 82

Cudcap jelas.

Pasal &3

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pagal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Culaup jelas.

Pagal 37

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.




Pasal 89

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tidak: lebih dari 1 (satu) tahun” adatah 1
(saty) tahun atau kurang.

Ayat {2)
Cukup jslas.

Pasal 90

Ayat {l)
Cukup jclas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat {3) _
Yang dimaksud dengan “musyawarah Besa” adalah musyawarah
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus
untuic pemiliban Kepala Desa smtarwaltu (bukan musyawarah
Badan Pormusyawaratan Dess), yaitu mula dari penetapan calon,
pemilihan calon, dan penttapan ¢alm terpilih.

Ayat (4)

Culnap jelas.

Ayat (3)

Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melahui Musyawarah Desa
terhitung sejak yang bersangloutan dilantik ¢leh Walikota atau
pejabat yang ditunjuk. '

Ayat (6]

Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Hurufe
Yang dimaksudkan dengan meresalikan sekelompol masyarakat
desa  adalah  melakukan undakan penghasutan, kekerasan,
ntimi'dasi, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan serta niat-nilai adat setempat.

Huruff
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Hurufi
Cukupielas.

Hurufj
Yang dimaksud dengan dkut serta dan/atau terlibat dalam
kampanye pemilihan umum danfatau pemilihan kepala daerah
adalah seccara sadar mengguneken jabatan dan kewenangannya
serta terlibat secara aktif memberikan dukungan terhadap calon
kepala daerah tertemtiu berupa pengarahan masa, penonjolan
atribut pamai tertentu serta tindakan-tindakan lain yang berpotensi
terhadap mendukung keberhasilan kepala: daerah tertentu.

32




Hurul k
Cukup jelas.

Huruf |
Yang dimaksud dengan -meninggalkan tugas adalah  tidak

melaksapakan tugas pokok sebagai Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam peratwran daerah inmi, sehingga berdampak pada
terhambatnya pelayanan kepada masyaralat.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pazal 94
Cukupjelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 9%
Cukup jelas.
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[2) Hal-hal yang bélthfi daoir dalim  Peraturafi Daerah ini seépanjang
mengenal  teknis  pelaksanaannya  diatur  lebih  lanjut  dalam
Peraturan Walikota,

(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturen Walikota Tual
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Perencanaan,
Pengangkatan, Pelantikan dafi Periberhentan Kepald Desa dicabut dan
dinyatakan Tidak berlaku lagi,

BAR X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlakit pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah inl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Tual

Diundangikan di Tual
1 25 Okiober 2017
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'LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR @i

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA TUAL PROVINSI MALUKL :




